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Redaksi

PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TIGA PEMERINTAH KABUPATEN MENYERAHKAN
LKPD UNAUDITED TA 2019

PENDAMPINGAN SENSUS ONLINE & PENGISIAN SPT
MELALUI  E-FILING

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke 73, pada
hari Sabtu 25 Januari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah melaksanakan kegiatan family gathering yang bertempat di
Muhammad Subuh Centre, Jl. Tjilik Riwut km 36,3 Palangka Raya.
Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai beserta keluarga.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana dengan pelepasan
balon ke udara. Selanjutnya para pegawai   mengikuti kegiatan tim
building, sedangkan anak-anak didampingi oleh para ibu
melaksanakan kegiatan outing berkeliling area Muhammad Subuh
Center dan mengikuti beberapa fun games untuk anak.
Pada siang hari setelah ishoma, acara dilanjutkan dengan pembagian
hadiah lomba, pengundian dan pembagian doorprize dan hadiah
utama bagi seluruh peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat
mempererat rasa kekeluargaan dan membangun kebersamaan antar
pegawai dan keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk
dilakukan pemeriksaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hari Senin, 9
Maret 2020, pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima LKPD Unaudited TA 2018 dari
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, dan
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah 
Bapak Ade Iwan Ruswana, menyampaikan bahwa ketiga Pemerintah Daerah
tersebut telah memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut turut,
yaitu LKPD TA 2016 s.d. 2018. BPK berharap Pemerintah Daerah telah
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam
pemeriksaan sebelumnya, khususnya yang bisa berdampak pada penyajian
laporan keuangan seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap, karena jika
tidak segera ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan akan
mempengaruhi opini, mengingat akumulasi nilainya dapat melebihi batas
toleransi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk dapat
mempertahankan opini WTP yang selama ini sudah diraih.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan
pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan yang terdiri dari
7 (tujuh) jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa
Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas
Laporan Keuangan. 

Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dilaksanakan sosialisasi
Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik Palangka Raya.
Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan,
Bapak Ade Iwan Rusawana, S.E., M.M., Ak., CFSA., CA. dan diikuti
oleh seluruh pegawai baik PNS, CPNS, maupun PTT di
lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Tujuan   dilaksanakan   sosialisasi Sensus Penduduk oleh Badan
Pusat Statistik Palangka Raya adalah untuk memberikan
pemahaman kepada seluruh peserta mengenai mekanisme
update Sensus Penduduk yang bisa dilakukan secara online
melalui situs sensus.bps.go.id serta mekanisme pelaporan SPT
Tahunan melalui e-filling secara online di situs www.pajak.go.id
dengan menggunakan akun SPT yang dimiliki oleh masing-
masing pegawai. Adapun manfaat yang diperoleh peserta baik
pegawai maupun para pejabat struktural adalah kemudahan
dalam meng-update data keluarga dan dalam pelaporan SPT
Tahunan.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah akan melakukan
pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan
yang telah disampaikan dengan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan akan
disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah LKPD diterima oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Kepala Perwakilan juga menyampaikan
terkait hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran banparpol TA 2019. BPK
telah melakukan pemeriksaan atas LPJ
Banparpol TA 2019 sebanyak 154 partai
politik se Provinsi Kalimantan Tengah,
dengan kesimpulan atas pemeriksaan LPJ
Banparpol TA 2019 sbb:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinisi Kalimantan Tengah

http://palangkaraya.bpk.go.id
Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya

Pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2020, Dharma Wanita
Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
melaksanakan kegiatan bhakti sosial ke Panti Asuhan Al Mim
Palangka Raya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian
kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK
RI ke 73 dan dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengingatkan kita agar selalu berbagi kepada sesama
manusia karena
sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling
membutuhkan. Sumbangan dikumpulkan dari para pegawai
dan keluarga besar BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.
Kunjungan ke Panti Asuhan Al Mim langsung dipimpin oleh
Istri Kepala Perwakilan, Ibu Ade Iwan Ruswana dengan
didampingi oleh beberapa anggota Dharma Wanita
Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan
pegawai. Sumbangan langsung diserahkan oleh Ibu Ade Iwan
Ruswana kepada pengurus Panti Asuhan Al Mim yaitu berupa
uang, sembako, dan pakaian layak pakai. Dalam
sambutannya, Ibu Ade Iwan Ruswana menyampaikan acara
seperti ini merupakan acara yang positif yang tentunya harus
dilaksanakan secara berkesinambungan. Kita dapat
mentransfer nilai-nilai positif kepada sesama makhluk
ciptaan Allah sehingga mereka lebih bersemangat dalam
melaksanakan aktivitas.

Selasa, 17 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima
LKPD Unaudited TA 2019 dari 11 Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya,
Kab Kotawaringin Timur, Kab Seruyan, Kab Lamandau, Kab Gunung Mas, Kab Pulang Pisau, Kab Kapuas, Kab Murung Raya, Kab Kab
Katingan, dan Kab Barito Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Daerah atau yang mewakili secara langsung menyerahkan LKPD
Unaudited TA 2019 kepada Kepala Perwakilan, Bpk, Ade Iwan Ruswana. Sehubungan dengan adanya wabah covid-19 maka acara
penyerahan LK dan LHP diatas dihadiri secara terbatas hanya Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Penyerahan LKPD Unaudited ini
merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan, Bpk. Ade Iwan Ruswana juga menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol TA 2019. Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Banparpol TA 2019 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk
memenuhi ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah  Bapak Ade Iwan Ruswana menyampaikan beberapa
hal diantaranya bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini
ditunjukkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2018 pada hampir seluruh Pemerintah Daerah
di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun BPK mengharapkan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya yang bisa berdampak pada penyajian Laporan
Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap, karena jika tidak segera ditindaklanjuti tidak menutup kemungkinan akan
mempengaruhi opini, mengingat akumulasi nilainya dapat melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

a.         Sesuai kriteria, sebanyak 119 LPJ partai politik (77,27%);
b.         Sesuai kriteria dengan pengecualian, sebanyak 30 LPJ partai politik (19,48%)
c.         Tidak sesuai, sebanyak 5 LPJ partai politik (3,25%);
d.         Tidak menyatakan kesimpulan, nihil.
BPK mengharapkan pada tahun-tahun mendatang pertanggungjawaban Banparpol semakin baik, tertib dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dituntut peran dari Badan Kesbangpol untuk melakukan pembinaan secara
berkesinambungan kepada partai politik di wilayah masing-masing.

BHAKTI SOSIAL DHARMA WANITA PERSATUAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DI PANTI ASUHAN AL MIM
PALANGKARAYA

FAMILY GATHERING KELUARGA BESAR BPK
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019

Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 pukul 14.00 WIB,
bertempat di ruang VIP lantai 2 BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Tahun 2019. LHP diserahkan langsung oleh Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Ade
Iwan Ruswana kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Harmain Ibrohim. Acara
tersebut juga dihadiri oleh pejabat fungsional pemeriksa di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan
jajaran dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas beberapa permasalahan tersebut, apabila tidak segera
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka akan dapat
mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak
Tahun 2019 ini dilaksanakan pada KPU Provinsi Kalimantan
Tengah dan lima satker KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota
Palangka Raya, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU
Kabupaten Katingan, KPU Kabupaten Barito Timur, dan KPU
Kabupaten Gunung Mas. Dalam sambutannya, Bapak. Ade
Iwan Ruswana menyampaikan terdapat beberapa
permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan.

Hari Senin, 17 Februari 2020, BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah melaksanakan pengambilan sumpah
Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bertempat di Auditorium BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan sumpah
PNS ini dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan, Bapak. Ade Iwan
Ruswana kepada 21 PNS sesuai dengan agama yang dianut
masing-masing PNS dan disaksikan oleh para saksi, rohaniwan,
dan para pejabat struktural. Acara dilanjutkan dengan
penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan membacakan
sambutan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, yaitu menyampaikan
bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
telah membawa perubahan dalam kehidupan karir PNS. Selama
ini karir PNS dianggap sebagai “Zona Nyaman”, namun sekarang
berubah menjadi “Zona Kompetitif” sehingga akan dicapai
kinerja Lembaga yang kualitasnya terus meningkat karena
adanya kompetisi pegawai yang sehat dalam menunjukkan
kinerja yang terbaik. Selain itu diharapkan PNS selalu menjaga
nilai-nilai dasar BPK integritas, independensi, dan
profesionalisme. PNS tidak merendahkan diri dan martabat
dengan menjual prinsip dan melakukan hal yang mecederai
kredibilitas PNS dan instansi serta merugikan negara.

PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2019 DAN PENYERAHAN LHP ATAS PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANPARPOL TA 2019
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Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penilaian atas kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pemeriksaan dilakukan dengan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan
BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan akan disampaikan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah LKPD diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.


